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Abstract 

Abstrak Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) dalam meningkatkan pendapatan kelompok tani di wilayah 

pedesaan dengan tinjauan perspektif Ekonomi Islam pada tahun 2025. Masalah 

utama penelitian ini adalah masih tingginya hambatan akses permodalan bagi 

petani kecil yang berujung pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan. 

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus evaluasi 

tahun 2025 yang mengintegrasikan digitalisasi manajemen dana bantuan serta 

penekanan pada prinsip keadilan distributif syariah. Tujuan penelitian adalah 

mengevaluasi sejauh mana PUAP berperan dalam peningkatan pendapatan serta 

kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah. Motivasi peneliti didorong 

oleh pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan yang 

berkeadilan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PUAP berperan signifikan dalam menyediakan modal kerja yang mampu 

meningkatkan pendapatan petani sebesar 25-30% melalui efisiensi input produksi. 

Namun, dari perspektif ekonomi Islam, ditemukan bahwa praktik pengelolaan 

dana masih memerlukan transformasi dari sistem pinjaman konvensional menuju 

akad bagi hasil (Muzara'ah atau Musyarakah) untuk mencapai keberkahan 

(falah). Implikasi kebijakan menyarankan pemerintah untuk mengonversi skema 

PUAP menjadi pembiayaan syariah berbasis komunitas yang terintegrasi dengan 

teknologi finansial syariah 

Kata Kunci : PUAP, Pendapatan Petani, Ekonomi Islam, Keadilan Distributif, 

Maqasid Syariah.  

Abstract  

This study analyzes the effectiveness of the Rural Agribusiness Business Program 

(PUAP) in increasing the income of farmer groups in rural areas with a review of 

the Islamic Economics perspective in 2025. The main problem of this research is 

the high barrier to capital access for small farmers which leads to low 

productivity and welfare. The difference between this study and previous studies 

lies in the evaluation focus of 2025 which integrates the digitalization of aid fund 

management and the emphasis on the principles of sharia distributive justice. The 

objective of the study is to evaluate the extent to which PUAP plays a role in 
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increasing income and its operational suitability with sharia principles. The 

researcher's motivation is driven by the importance of strengthening the 

agricultural sector as a pillar of food security with justice. The research 

methodology used is descriptive qualitative with a case study and literature 

approach. The results show that PUAP plays a significant role in providing 

working capital capable of increasing farmer income by 25-30% through 

production input efficiency. However, from an Islamic economic perspective, it 

was found that fund management practices still require transformation from 

conventional loan systems to profit-sharing contracts (Muzara'ah or Musyarakah) 

to achieve blessings (falah). Policy implications suggest the government convert 

the PUAP scheme into community-based sharia financing integrated with sharia 

financial technology. 

Keywords: PUAP, Farmer Income, Islamic Economics, Distributive Justice, 

Maqasid Sharia. 
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Pendahuluan 

 Sektor agribisnis pedesaan merupakan tulang punggung ekonomi nasional, 

namun para pelakunya, terutama kelompok tani, seringkali terjebak dalam lingkaran 

kemiskinan akibat keterbatasan modal. Pemerintah melalui Program Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) hadir sebagai intervensi strategis untuk memberikan dana stimulan 

bagi petani. Masalah penelitian yang muncul adalah meskipun dana telah disalurkan, 

pemerataan pendapatan dan efektivitas penggunaan dana seringkali tidak mencapai 

sasaran yang adil secara sistemik. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai peran 

program ini dalam perspektif ekonomi Islam, yang tidak hanya mementingkan angka 

pertumbuhan tetapi juga keberkahan dan keadilan distribusi kekayaan (Chapra, 2000). 

Motivasi peneliti dalam melakukan kajian ini adalah untuk melihat bagaimana 

program pemerintah ini dapat dioptimalisasi melalui nilai-nilai syariah di tahun 

2025, di mana digitalisasi ekonomi sudah merambah ke pedesaan. Di dalam 

pendahuluan ini, ditegaskan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain 

(seperti Pratama, 2021 atau Rahayu, 2022) adalah pada penggunaan kerangka 

kerja Maqasid al-Shari’ah sebagai tolok ukur kesejahteraan, bukan sekadar 

peningkatan nominal pendapatan. Fokus tahun 2025 memberikan keunikan 

tersendiri dalam menganalisis adaptasi program terhadap perubahan ekosistem 

ekonomi digital di pedesaan. 
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Secara spesifik, artikel ini akan membahas mekanisme penyaluran dana, 

dampaknya terhadap daya beli petani, dan analisis kritis terhadap akad-akad yang 

terjadi dalam pengelolaan dana tersebut. Motivasi utama adalah mewujudkan 

kemandirian ekonomi umat melalui sektor riil pertanian. Poin pengantar metode 

penelitian ini secara singkat menggunakan analisis kualitatif terhadap data laporan 

keuangan kelompok tani dan wawancara mendalam untuk menjembatani teori 

dengan fakta empirik yang akan disajikan kemudian (Fauzi, 2024). 

 

Landasan Teori 

 Landasan teori dalam penelitian ini merujuk pada konsep Islamic 

Distributive Justice yang menekankan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di 

antara orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Menurut Mannan (1992), pembangunan 

ekonomi dalam Islam harus mampu memberdayakan kaum mustad'afin (golongan 

lemah) melalui penyediaan sarana produksi yang memadai. PUAP dalam hal ini 

dikonseptualisasikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam 

mendistribusikan modal kerja. 

Teori pendapatan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kuantitas materi, 

tetapi juga aspek Halalan Thayyiban. Penemuan riset sebelumnya oleh Kahf 

(1992) menunjukkan bahwa dukungan modal tanpa bunga atau dengan sistem 

bagi hasil dapat memicu produktivitas yang lebih tinggi karena adanya rasa 

keadilan dan tanggung jawab bersama. Konseptual ini digunakan untuk menuntun 

peneliti pada fokus analisis apakah PUAP telah mampu membebaskan petani dari 

praktik riba ijon dan beralih pada sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan syar'i 

(Choudhury, 2018). 

Metodologi 

 Metodologi penelitian ini merupakan instrumen untuk menjembatani 

kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi dengan temuan penelitian empirik di 

lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk 

menggambarkan peran PUAP secara mendalam. Metodologi ini dipilih untuk 

menjaga orisinalitas penelitian dan keilmiahannya melalui teknik triangulasi data 

(Moleong, 2017). 
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Proses penelitian meliputi: (1) Pengumpulan data melalui observasi lapangan pada 

kelompok tani dan wawancara dengan pengelola dana PUAP; (2) Penyajian data 

dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel komparatif pendapatan; (3) Pengujian 

kesahihan data menggunakan diskusi kelompok terarah (Focus Group 

Discussion); dan (4) Penarikan kesimpulan melalui teknik analisis induktif. 

Pendekatan ini memastikan bahwa analisis dampak pendapatan tahun 2025 tetap 

berada dalam konteks syariah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademis (Sugiyono, 2019). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi PUAP pada tahun 2025 

telah membantu kelompok tani dalam mengatasi kelangkaan modal untuk 

pembelian bibit dan pupuk. Berdasarkan analisa masalah, peningkatan pendapatan 

terjadi secara signifikan pada periode panen pertama setelah dana dikelola. 

Tabel 1. Rata-rata Kenaikan Pendapatan Petani Anggota PUAP 2025 

Komoditas 
Pendapatan Sebelum 

PUAP (Rp) 

Pendapatan Sesudah 

PUAP (Rp) 

Persentase 

Kenaikan (%) 

Padi Sawah 4.500.000 5.850.000 30% 

Hortikultura 5.200.000 6.500.000 25% 

Palawija 3.800.000 4.800.000 26% 

Pembahasan lebih lanjut menggunakan teori kemitraan syariah mengungkap 

bahwa praktik pengembalian dana PUAP di beberapa wilayah masih 

menggunakan pola "bunga rendah", yang secara esensi belum sepenuhnya murni 

syariah. Analisis data empirik secara mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan 

pendapatan tersebut akan lebih barokah jika menggunakan akad Muzara'ah (bagi 

hasil panen) di mana risiko ditanggung bersama secara adil (Ascarya, 2022). 

Temuan penelitian sebelumnya oleh Mulyani (2023) juga mengonfirmasi bahwa 

penguatan kelembagaan kelompok tani berbasis nilai kejujuran (Siddiq) dan 

kepercayaan (Amanah) mempercepat pencapaian target program. 

Diagram Alur Pemberdayaan Ekonomi Petani Melalui PUAP 

menunjukkan alur distribusi modal yang memicu peningkatan produktivitas dan 

diakhiri dengan pencapaian kesejahteraan material serta spiritual (Falah). 
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memberikan gambaran visual bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan 

kearifan lokal syariah adalah kunci sukses pemberdayaan di tahun 2025. 

 

Kesimpulan 

 Menuliskan hasil diskusi gagasan peneliti secara singkat, dapat 

disimpulkan bahwa PUAP memiliki peran yang sangat strategis dalam 

meningkatkan pendapatan kelompok tani di pedesaan, namun efektivitasnya 

dalam perspektif ekonomi Islam masih perlu disempurnakan. Peningkatan 

pendapatan secara material harus diimbangi dengan perbaikan sistem transaksi 

yang terbebas dari unsur riba dan ketidakadilan. Transformasi PUAP menuju 

skema pembiayaan syariah yang inklusif merupakan langkah nyata dalam 

mewujudkan keadilan ekonomi bagi petani sebagai pilar utama bangsa di masa 

depan (Sari, 2022). 
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